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ABSTRAK 

 

 

MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERUPA BEA LELANG                       

DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA                                      

DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU 

 

Oleh : 

 

ELSA 

NIM 01770623212 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Kota 

Pekanbaru, Riau 28125.Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

memahami tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Berupa Bea Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negaradan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Dari permasalahan tersebut penulis 

memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan teknik wawancara dan 

observasi dilapangan, dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode 

kuantitatif yaitu merupakan teknik analisis data berupa statistic data yang 

digunakan yang berbentuk angka. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

diketahui bahwa tata cara Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang KPKNL) Pekanbaru sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Kata kunci : Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula 

dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan 

fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dalam era globalisasi atau era 

persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima 

keberadaan globalisasi ekonomi dan yang paling penting yaitu mengambil 

kesempatan yang akan menimbulkan adanya perubahan ekonomi. 

Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh Penerimaan 

Negara.Pemungutan yang dilakukan suatu negara disamping sebagai sumber 

penerimaan dalam negeri juga mempunyai peran fungsi alokasi, fungsi distribusi, 

dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar 

berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak adapula penerimaan yang 

bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.  

Undang-Undang Nomor 9 tahun2018 tentang Penerimaan Negara Bukan 

Pajak memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan PNBP, 

khususnya perbaikan tata kelola PNBP untuk meningkatkan pelayanan 
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Pemerintah yang bersih, profesionl, transparan, dan akuntabel, serta 

mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat 

meningkatkan kesejatreraan rakyat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

yang dipungut oleh Pejabat Instansi Pemerintah dengan pemerintah undang-

undang dan Menteri Keuangan, setelah PNBP yang sudah dipungut tersebut 

kemudian disetorkan ke Kas Negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh 

Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan 

Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

triwulan tersebut berakhir. Namun tidak seluruh PNBP harus disetor ke Kas 

Negara, tetapi boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan 

catatan siap dan sanggup diaudit. 

Salah satu contoh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu bea 

lelang, yang di maksud bea  lelang adalah bea yang dikenakan kepada penjual dan 

atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang. Dana yang diperoleh dari perlelangan 

barang termasuk penerimaan dan pemasukan negara yang berdasarkan atas 

keputusan pengadilan negara adalah melalui pemeriksaan dan penyitaan barang 

tertentu contohnya dari barang gratifikasi yang telah ditetapkan statusnya menjadi 

milik negara oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sejak banyaknya 

pemeriksaan dan penyitaan barang tersebut akan diperuntukan untuk dijual secara 

lelang dan ada nya pemungutan bea lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat 

Lelang dan dipungut oleh Bendahara Penerimaan di KPKNL. Hasil bea lelang 

yang sudah dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara untuk dijadikan 

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi pokok Lelang Kantor Pelayana Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 2017-2019 

 

No Tahun Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1 2017 3.768.600.000 7.480.016.831 198% 

2 2018 5.467.864.000 4.503.532.051 82% 

3 2019 4.340.000.000 4.303.055.672 99% 

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 

2019 

 

Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi hasil, 

target yang ditetapkan menurun dari tahun ketahun. Sebagaimana dijelaskan 

dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 7.480.016.831 dari target Rp. 

3.768.600.000 atau 198%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 

4.503.532.051 dari target Rp. 5.467.864.000 atau 82% dan pada tahun 2019 

realisasi hasil target yang ditetapkan menaik dari Rp. 4.303.055.672 dari target 

Rp. 4.340.000.000 atau 99 %. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi 

pokok lelang di KPKNL Pekanbaru mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 

2019 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga terjadi masalah 

dalam upaya pencapaian target hasil lelang. 

Ada beberapa macam pemasalahan yaitu pertama, kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang 

pelaksanaan pelayanan lelang, penyebab kedua, kurangnya dokumen dalam 

pengajuan permohonan lelang. 

Saat ini Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan keuangan negara maupun bidang 

usaha lainnya.Salah satunya KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
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Lelang) yang bergerak dalam bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang. 

Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) 

dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang sehingga dapat membantu 

memperkuat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi normal. 

Klasifikasi Pejabat lelang berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, Pejabat lelang dibedakan dalam 2 (dua) 

tingkat yaitu Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara yang berwewenang melaksanakan lelang Eksekusi, 

Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.Sedangkan 

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwewenang 

melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela. 

Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

mekanisme pemungutan bea lelang yang sedang di teliti oleh penulis dan akan 

penulis tuangkan dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “ MEKANISME 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK (PNBP) BERUPA BEA LELANG DI KANTOR PELAYANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBP berupa bea lelang 

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ? 

2. Apa kendala yang dihadapi saat proses lelang di Kantor Pelayanan 

Kekayaa Negara dan Lelang Pekanbaru ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan bea lelang di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekan baru. 

2 Untuk mengtahui kendala yag dihadapi saat proses lelang di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1 Bagi Penulis  

Sebagai sumber pengetahuan baru bagi penulis dibidang 

Pengelolaan Negara khususnya Lelang, serta dapat menerapkan teori 

dan kajian nyata serta sebagai salah satu syarat dalam pelaporan Tugas 

Akhir D3 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2 Bagi KPKNL 

Penulis berharap kegunaan kegiatan penelitian ini dapat 

menjadi masukan dan bahan pertmbangan bagi KPKNL untuk 

melaksanakan pemungutan bea lelang. 

3 Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan 

wawasan dan diharapkan sebagai bahan tinjauan untuk menilai usaha 

usaha yang dilaksanakan DJKN dalam pengelolaan aset negara secara 

transparan dan bertanggung jawab dan mengetahui pemungutan lelang. 
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1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 24, 

Tengkerang Tengah.Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan terhitung dari Februari 2020 

sampai Maret 2020. 

1.4.3 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu  Data diperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara metode observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) 

dengan pegawai kasi Lelang dan, kasi Hukum dan Informasi Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti seperti sumber hukum, 

buku-buku, dokumen-dokumen, ataupun referensi lainnya yang memiliki  

relavansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 
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1. Metode Wawancara  

Penulis melakukan wawancara, yaitu Tanya jawab dengan 

karyawan/staff kasi Lelang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat 

yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 

2. Metode Observasi  

Dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dikantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang berhubungan 

dengan masalah ini. 

1.4.5 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

Kualitatif Deskriftif, yaitu menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis 

dari data tersebut, kemudia diuraikan antara suatu data dengan data yang 

lainnya.Sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah 

yang diteliti. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab 

terdiri dari beberapa bab sub bab seperti diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat dinas/kantor, visi dan 

misi, struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru. 
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BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini membahas tentang pengertian pajak, pengertian penerimaan 

negara bukan pajak, dan pengertian bea lelang. 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran yang bermanfaat dan perlu. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah KPKNL Pekanbaru 

Setelah proklamasi kemerdekan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan 

program pengucuran atau pemberin pinjaman dana untuk kredit para pengusaha 

kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca 

penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang 

didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946. 

Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan 

pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana 

tersebut menjadi kredit macet. Bila keadaan tersebut tidak segera dilakukan 

langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan 

Kekayaan Negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan 

perekonomian negara. Atas dasar pertimbangan tesebut dan mengingat system 

penyelesaain perkara yang ada pada saat itu berdasrkan pasal 195 HIR tidak 

mampu melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengamanan terhadap 

keuangan dan kekayaan negara, maka berdasarkan Keputusan Pengusaha Perang 

Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 

April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas 

melakukan penyelesaian piutang negara dengan cara Parate Eksekusi 

(melaksanakan sendiri putusan-putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan 

keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan). 
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Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia 

kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 

1960.Dalam situasi tertip sipil tersebut, maka dasar hukum yang memanyungi 

keputusan keputusan Penguasan Perang Pusat (yaitu Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950) menjadi tidak beraku lagi. Oleh karena itu, seluruh Keputusan 

Penguasa Perang Pusat berikut semua aturan pelaksanaan tidak akan berlaku lagi. 

Namun demikian, tugas dan kewajiban P3N untuk menyelesaikan piutang negara 

secara cepat dan efesien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan.Oleh 

karena itu, sebelum Keputusan Penguasa Perang Pusat tersebut dicabut, maka 

dipandang perlu untuk menyusun suatu ketentuan pengganti yang dapat 

mempertahankan eksistensi tugas dan kewenangan pengurus piutang negara yang 

cepat dan efesien. 

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang 

Nomor. 49 Prp tahun 196 tentang Panitian Urusan Piutang Negara (PUPN) 

sebagai pengganti P3N, maka PUPN juga diberikan kewenangan Parate Eksekusi 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Pada tahun 1971 struktur organisasi dalam sumber daya manusia Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang 

negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Urusan Piutang Negara 

(BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana 

Undang-Undang Nomor. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN) yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan 

produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres 
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tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor 

517/PMK/IV/1976 tentang susuanan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana 

tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN. 

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah 

Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang 

dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur 

organisasi BUPN, sehingga dibentuk organisasi baru yang bernama Badan Usaha 

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan 

memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas 

operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN), selanjutnya 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 yang ditindak lanjuti 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2001 tanggal 3 Januari 

2001, BIPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor 

Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). 

Reformasi birokrasi dilingkungan dapartemen Keuangan pada tahun 2006 

menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayana lelang digabungkan 

dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang 

Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Pembendeharaan (DJPb), 

sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 19 tahun 2005 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Republik Indonesia.DJPLN berubah 

menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti 
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anam menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan 

tambahan fungsi pelayanan dibidang kekayaan negara dan penilaian. 

Unit kerja kantor pusat DJKN terdiri darai 8 (delapan) unit eselon II, yaitu: 

Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara I, Direktorat Barang Milik Negara II, 

Direktorat Barang Milik Negara lain-lain, Direktorat Penilaian Kekayaan Negara, 

Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Informasi. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 

merupakan instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang 

berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara. Jadi, KPKNL Pekanbaru adalah kantor operasional dari Kantor 

Wilayah DJKN. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 

melakukan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan 

lelang. 

 

2.2 Visi dan Misi KPKNL Pekanbaru 

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayana Kekayaan Negara dan Lelang 

Pekanbaru adalah : 

A. Visi  

Menjadikan Pengelolaan Kekayaan Negara yang professional dan 

akunrabel untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

B. Misi 

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efesiensi pengeluaran, dan 

efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 
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2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola investasi 

pemerintah. 

4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan 

acuan dalam berbagai keperluan. 

5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan 

kompetitif sebagai instrument hual beli yang mampu 

mengakomodasikan kepentingan masyarakat. 

 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian unit kerja yaitu : 

1. Kepala Kantor 

2. Kepala Subbagian Umum 

3. Kepala Seksi PKN 

4. Kepala Seksi Penilaian 

5. Kepala Seksi Piutang Negara 

6. Kepala Seksi Pelayanan Lelang 

7. Kepala Seksi Hukum dan Informasi 

8. Kepala Seksi Kepatuhan Internal 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

 

2.4 Uraian Tugas  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai 

uraian tugas masing-masing sesuai bidang dan tugasnya sebagaimana telah 

ditentukan. Adapun tugasnya masing-masing seksi sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor  

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Menyelenggarakan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku, 

menyelenggarakan penerbitan Penyerahan Bersama (PB) atau 

keputusan Penetapan Jumlah Hutang Negara (PJHN). 

b. Menyelenggarakan penatausahaan, pengamanan dan pendayagunaan 

dokumen dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lainnya. 
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c. Menyelenggarakan penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa (SP) 

dalam rangka penagihan piutang negara. 

2. Subbagian Umum 

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Menyelenggarakan urusan surat masuk dan surat keluar. 

b. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai dilingkungan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian KPKNL. 

d. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Melaksanakan penyelesaian dan penetapan status penggunaan/ 

penguasaan kekayaan negara. 

b. Melakukan analisa pertimbangan permohonan penghapusan kekayaan 

negara. 

c. Melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan penyusunan daftar barang 

milik negara. 

d. Melakukan analisa pertimbangan permohonan pemindah tangan 

(penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah) 

kekayaan negara. 

4. Seksi Pelayanan Penilaian 

Tugas pokok dan fungsinya: 

a. Mengkoordinasikan penilaian atas barang jaminan yang dilakukan oleh 

tim penilaian. 
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b. Melaksanakan panggilan potensi dibidang penilaian sumber daya alam, 

real property, property khusus dan usaha. 

c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengarsipan secara manual atas 

laporan penilaian yang telah dilakukan.  

d. Menginput data penilaian ke database penilaian. 

5. Seksi Piutang Negara 

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Menyiapkan konsep surat permintaan kelengkapan data kepada 

penyerah piutang dalam hal berkas tidak lengkap atau tidak jelas. 

b. Menyiapkan konsep surat tanggapan koreksi atas perubahan dalam 

menetapkan besarnya piutang negara. 

c. Menyiapkan surat pemberitahuan persetujuan/ penolakan pemberian 

keringanan hutang. 

d. Menyiapkan konsep surat panggilan/ panggilan terakhir kepada 

penanggung hutang/ penjual. 

6. Seksi Pelayanan Lelang 

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan lelang sebagai bahan 

penyususnan rencana kerja Kantor Pelayanan. 

b. Mengajukan usul konsep penetapan jadwal lelang. 

c. Melakukan analisa kelengkapan dokumen lelang. 

d. Melakukan pembukuan piutang negara dan pelaporan hasil lelang. 
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7. Seksi Hukum dan Informasi 

Tugas pokok dan fungsinya : 

a. Mengkoordinasikan pembukuan atas hasil penerimaan pengurusan 

piutang negara dan lelang. 

b. Melaksanakan pembuatan rincian jumlah hutang untuk keperluan 

lelang. 

c. Melaksanakan pengembalian kelebihan hasil Piutang Negara dan 

Lelang. 

d. Melaksanakan pengembalian uang jaminan lelang yang masuk melalui 

rekening Bendaharawan Penerimaan. 

8. Seksi Kepatuhan Internal 

Tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pemantauan 

pengadilan intern, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik, dan 

di siplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi 

perbaikan proses bisnis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Mekanisme 

Pelaksanaan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berupa Bea 

Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 

maka, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berkut : 

1. Mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBP berupa bea lelang yang 

dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) 

Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016. 

2. Tarif pemungutan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sesuai dengan PP No. 3 Tahun 

2018. 

3. Dampak pelunasan  lelang jika melebihi batas waktu yang telah ditentuan  

yaitu pembeli dinyatakan wanprestasi yang mengakibatkan uang jaminan 

hangus. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petujuk Pelaksanaan Lelang. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersnebut, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang kiranya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun 

saran tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Di tingkatkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dengan cara yaitu 

semua upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan dan lebih di awasi setiap 

pelaksanaannya supaya bisa berhasil mencapai prestasi-prestasi yang 

lainnya. 

2. Dilaksanakannya kegiatan lelang untuk mahasiswa mahasiswi, murid-

murid dan masyarakat umum lainnya yang ingin mengenal lebih jauh 

pelaksanaan lelang dengan cara tawar menawar dengan harga yang 

semakin tinggi. 

3. Sebaiknya proses lelang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuka 

Pelaksanaan Lelang, agar pelaksanaan lelang berjalan dengan lancar dan 

tidak terjadi lagi pembeli yang wanprestasi. 
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LAMPIRAN: TARGET DAN REALISASI HASIL LELANG KPKNL PEKANBARU 

 



 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI 

LELANG KPKNL PEKANBARU 

1. Apakah pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah ? 

2. Bagaimana cara mengikuti lelang online ? 

3. Apa saja sarat untuk mengikuti lelang ? 

4. Apa saja kendala yang terjadi pada saat proses lelang ? 

5. Apa solusi dari kendala tersebut ? 

6. Apa dampak jika pembayaran lelang melebihi batas waktu yang telah 

ditentukan ? 
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